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Menimbarq : a"

BUPATI MA]ALENGI(A,

bahwa prmthsi nerupakan suafu perbutan
yang berhntangan dengan l{orma Agama dan
Kesusilaan yang berdampk negatif terhadap
sendi-sendi kehidupan maryarakat;

bahwa ber&sart<an pertimbangn se@airnana
dimaksrd pada huruf a, serb dahm upala
melestarikan nilai-nilai luhur buclaya masyarakat
yang tertib dan dinamis, maka perlu adanya
k#rfiran yang rnerEBfiJr i=larangan Ptmtit"si
fanq dtebpl€n dengan hraturan Daerah ;
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Un&rg#ndarg Nonor 1 Tahun 1946 tenbng
Hukum Pidana (lernbaran tlegat" Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);

UrerqF{.Jndarq Dlomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentrlan Daerah-Daerah Kabupatan Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
blah diuhh #lgnn Undarq-Urdarg },lonpr 4
Tahun 1958 tenbng hmbentulen lGbupaten
Purwalorta dan lQbupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nornor 14 Tahun
1950 *-*nErq Bmbenfulan D*rah-Dagah
Kabupten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 37, Tambahan Lembaran
I{egara Republik Irdoreia Hornor 2851};

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketenfuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

{lembaran ]Iegara Rqublik Indonsia Tahun
1974 Nomor 53, Tamhhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3039);

Un&ngUndang l{omor 8 Tahun 1S1 tentang
Hukum Amra Pidana { Lembaran NeEara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undarq Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (lembaran Negara Repudik Indonesia
Tahun 1992 ilonmr 60 Tamhhan lembaran
Negara Rry$lik Indorresia ilomor 3839);

UndangUndang Nomor 10 Tahun 20M tenhng
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran @ara BegrHik Irdonesia Tahun
2004 Nomsr 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 4377)t

7" UrdarE-lffiar€,..".. 3
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UndarUrUr&rg ltlontg 3? Tahun ZP4
tenbrq Pemerinhhan Daerah (Lemhmn Negam
Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor lfi,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) se@nirnana tehh diubah dengan
Pemtrran Pemerintah knggnnti UndangUrdang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenhng
knerinbhan Dremh {Lemhmn lrlegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 3& Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493) yang telah ditehpkan dengan Undang-
Urdarg $lomor I Tahun 2fi05 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1ffi.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

PEratrra* kmerirbh l&ons 6 Tahun 1SB
tentang Koodinasi Kegiatan Inslansi Vertikal di
Daerah {Lembaran }@ara R€publik Indorrcia
Tahun 1988 Homor 10, Tamhhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

krahran kneinbh ilo{nor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satmn Polisi hmong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 1t2, Tambhan Lembaran Negara
Repblik Irdorsb l*ons A2v);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
knyetengqnraan klrrcrinhhan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peaturan ......4
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11. hraturan knerinbh Nomor 38 Tahun 2ffi7
ffirE Embagian Unrsan funrerirhhan Antam
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah KabupatenlKoh (Lembaran
Negara RepuHik Irdormia Tahun 2S7 Nornr
82, Tambahan Lembaran ttlegara Republik
Indonsia Nomor 4737);

1Z Peratmn Bah lGfupahn lvlaialerglq $Ionmr4
Tahun 2004 tenhng Penyidik regplttai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah lGbupatefl Maralenglc Tahun
2004 Nomor 4, Seri E):

13" Perah.ran Duah lGhlptan I',talrlengl€ Nomor 2
Tahun 2006 tenhrq Pembentulcn Pemturan
Daerah (Lembaran Dmrah Kabupaten Maialengka
Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);

Doqan krserh{ran Bereama
DETYAil PERTYAXILEil RAI(YAT DAERAH

KABUPATET{ MA'AI."ET{GIG
dan

BI'PATI ruUfl."ETTGI(A

MEMUTUSI(AII:

i,IaretaPITAN : PEBATURAil DIERAH TEHTAilG PELARAIIGJTH
PROSTITI'$ DI I(ABUPiTET{ ]NAIALEI{GXI.

BAB I
KETENTUAIT UUU}I

Pasal 1

Dalam Perailrran Daerah iniyang dimaksud dengan :

7. Daerah adahh lGh.rpaten Ma*rbrgb,

2. Pemerintah..,... 5



5

L Penerinhh Dffiah ffilah Bgpti dan krargl@t Daerah se@Ai unsrr
krryelengrgara Penertnhhan Daerah.

3. BupaU adalah BupU Maialengka.

4" Deryan &rvuakihn Rakyat Dasah lGbuFtsn Flaialengb' yar€
selanjutnrc disingkat DPRD lGbupaten !4ajalenglo adalah bm@a
perwakilan rakyat daerah sebagai un*r penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

5. Frmtih15i adalah Per$rlaran hubungan *lcualitas di luar ilohn
perkawinan dengan suatu imbalan uang, hadiah-hadiah ataupun beiltuk
lain sebagai suatu transaksi perdagangan.

6. Huburqan seksrnlitas adalah srafu hubungan )EIE d<enan delgan
hasrat selaual yang anbm lain hrmasuk hubungnn kelamin lain jenis,

hubungan kelamin sejenis dan oral seks.

7- Tim dahh tim tarE dibentuk dengnn lGprfi.san tupti yarq
keanggohannla tediri dari Dinasfinshnsi/Badan dan Pihak terhit
lainnya.

8. Bhrarqan a&lah sratu kentajiban umrm untrkffak rnelalillen sesrntl
tindakan lang dilarang dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II
LARAI{GAN

Pasal 2

Setiap orang atau kelompok dilarang mendirikan, mengusahakan atau

menyedialon tempat untuk melakukan Prostifusi.

Ptral3

Setiap orang atau kelompok dilarang rnelakulen, menghubunglcn,
memfasilitasi, melindungi, mengusahakan dan/atau menyediakan orang

untuk nrehkukan perfuabn rctttu$.

Pasal4...... 6
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PreaI {

Setiap orang atau kelompok hik di jalan umum, bmpat yang kelihabn dari
jalan umum atau tempat dimana umum dapat masuk danlabu tempat
lainnya, dilararq nemhrjuk nerpwar{can darfahu nernaksa omrq hin
sehingga erhrik untuk nelakulan Ptostit$i.

Pasal 5

SetiaB orarq abu kelompok dilararq ffidi bmpat-EmBat umum dengan
memperlihatkan silap dan tingkah laku prg pakrt didr.qp bermalaud untuk
melakkan prosUtu$.

BAB III
PEI{ERTTBAN, PEI{GAWASAI{ DAI{ PEMBTI{AAN

Eagiar l(esalu
Pmertiban

Pasal 6

fl) kmerinhh krah nehkr*an penertihn tsrhadap pelaku prostitri
prg bemda di tempat-€mpat umum abu tempat-tempt lainrqta yang
digunakan untuk melalokan prosUtusi. 

I

{2} krrertiban se@aimana dimaksld pda ayat fl} dilakukn sesmr
terkoordinasi dengan insEnsi terlciL

Bagian Kdua
Pengawasan

P-aEllT

(1) Pemerintah Daerah rnelarang danlatau menutup tempat-tempat yang

digunakan untuk melakukan Prostitusi.

{2) hnterinhh....."7
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{2) Errerinbh Daerah nehkukan penga}rfiEan brfradap tempat-t€mpat
fang ditukrp dan/atau dihrang *bagnirnana dimaksud pada mt (1)
agar tidak digunakan kembali untuk melakukan prostiUlsi.

Pasal I

Pengawasan dan pemantauan terhadap praffiek prostitnsi dilakukan oleh Tim
yang ditehpkan dengan Keputusan Bupati.

Baghil l@a
kmbinaan

Pasal 9

G] kmerinbh Dmah rnelakulon pembinaan terhdap @ku prostigrsi
yang diaturdalam hraturan Daerah ini.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud @a ayat (1) dilakulen oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kompetensinya.

{3} Sehin pembinaan @ainnna dinpks.rd @a apt (2}, kmerintah
Daerah nrenempat*an dan memfasilihasi pengirinnn pehlo prostt'tusi
pada panti rehabilita$,

halI'O
(1) Pemerintah Daerah nemfasilita$ pemulangan pelaku prostitusi ke

daerah asalnya.

Q) krnerinbh Mh rrphk*an pernbirmn ke@a maqBmkat guna
meningkaflan pemahaman akan batraya prustiu$i yang dilakukan
dengan cara sosialisasi, penyuluhan atau cara lain yang dilakukan
secaft! berkesinambungan.

{3} hmerinbh Daerah mengtrsahahn penyelaqgaraan perdldikan,
petatihan dan keterampilan bagi pelaku prostitusi.

mB rv ...... 8
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BTBIY
PERAI{ SENTA }i'IS,?ER,[AT

Pasal 11

fl) Masyanlet nplaporkan keeda pet.qns atau pqabat farq benrcrnng
apabila meng&hui langsung abu menduga kuat adanp pral$ek
prostitusi.

{2) Laporan masyarakat se@aimana dimaksld @a arctfl) wajib segera
diHrdaklarduti obh penerintah dremh.

BAB Y
PETTTIDIKAN

Pasal 12

(1) Selain Pejaht Penyidik POIRI yang bertqas menyidik pelanggamn,
penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini &pat juga dilakukan oleh kjaht Penyldik hgawai t{egert
Sipil (PPNS) di llngkungan knerinbh Daerah yang pengargkatanqra
ditetapkan ssuai dengan perailrran perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dahm nelaksanakan t"lgirs penyuilen, para penyldik se@aimana
dimaksrd pda afdt (1) herwenarE:

a. Menerima laporan ahu pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pelanggaran;

b. l"tehkulon tindakan pertarna @ saat ltu di bmpt k@ian serta
nelakulqn perrlerikxan;

c. Menyuruh berhenU seseorang tersanglo dan memeriksa tanda
pengenal dari tersanglo;

d. lrtelakkan penyiban Ma danahu surag

e. Mengambil.....,9
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e. Mengambilserik jari dan memoffi ffiarq;
f. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka

abu saksi;

g" Mendahrqhn ffa{q ahli lang dipedukan hub*nEannXa derqnn
pemeriksaan per*ara;

h, Menghentikan penyidikan setelah mendapat petuniuk dari penyidik

Polri bahwa tidak terdapat cukup buldi atau peristiwa tersebut
butan nmupakan nrdak Pillana dan sehnjuhya mehlui Htyidik
kki nrenlampailen hal tetsebut kepada hnuntut Umum
tersangka atau keluarganya;

i. Menqdakan tirdakan hin renurut hukum yang dapat
diperhnggungiawatdon.

BAB VI
KETENTUAT{ PIDANA

hal13
(1) Setiap orang atau kelompk yang melanggar keEntuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2,3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diancam
derEnn fndam kurungan paling hnn 3 (tiga) hrlan abu tutda Paling
barryak Rp.50.000.0t10,00 (lima puluh juta ruptah).

{2) Tindak pidana sehgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak
pidana pelanggaran.

8AB VII
T=T=ilTUAI{ PEITUTI'P

Pasal 14

HaFhal yarg bdum cukup drahs dahm km$mn Da€Eh ini separfang
mengsrai teknis pelaksanaanrqa akan diafirr lebih lanjut dengan hraturan
Bupati.

Pasal 15 ...... 10
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Psd 15

Peraturan Daerah ini mulaiberhku pa& tanggaldiundangkan.

iqnr s*iap orang rwqehuirqtL rr€rrerinbhbn pryUur#qan kahxan
Derah ini derEan ryempaEnrqfa dabm Lembaran Dffiah Xahrptsr
Majabgka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Oktober 2ffi7

3{'PAII T{*'JTLE'IGXil.

Capfftd

TUTTY il*YATI AilryAR

D{ur$rEkan di f{a}llerElra
pda tanggal29 Sktober 20Of

SEIGETARIS DAERAH
KAB UPATET{ I{A'ALENGI(A,

LEHBARAil DAERAH TGBUPATETT MAIAI."ENGKA TAHUI{ 7oo.7
NOI{OR 14




